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KEPEMIMPINAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN
ALOKASI DANA DESA DI KEPENGHULUAN JAYA AGUNG

KECAMATAN BAGAN SINEMBAH KABUPATEN ROKAN HILIR

ABSTRAK

Desy-Mulyani

Dalam pengelolaan dana desa diperlukan kepemimpinan pemerintah desa.
Kepemimpinan pemerintah desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa
merupakan dasar utama bagaimana pelaksanaan penyaluran Alokasi Dana Desa
tersebut dapat teralokasikan dengan baik atau tidak. Penelitian ini dilakukan
bertujuan untuk mengetahui kepemimpinan pemerintah desa dalam pengelolaan
alokasi dana desa di Desa Jaya Agung berdasarkan Peraturan Mentri Dalam Negri
Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014, yang  meliputi perencanaan,
pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan.
Penelitian ini- menggunakan survey deskriptif dan metode kualitatif. Untuk
mencapai tujuan penelitian ini maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan
data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Didalam penelitian ini
menggunakan teori Harbani Pasolong dan terdapat beberapa indikator penelitian
yaitu: (1) Peran. pengambtt tkeputusan, (2)-Peran mempengaruhi, (3) Peran
memotivasi, (4) Peran antar pribadi,"(5)" Peran infromasional. Adapun hasil
penelitian ini menunjukan bahwa pemerintah desa dalam mengelola ADD sudah
cukup baik tetapi dalam menentukan perencanaan program kerja kurangnya
kerjasama antara kepala desa dengan perangkat desa.

Kata kunci: Kepemimpinan dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa
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VILLAGE GOVERNMENT LEADERSHIP IN MANAGEMENT OF
VILLAGE FUND ALLOCATIONS IN KEPENGHULUAN JAYA AGUNG,

THE BAGAN SINEMBAH OF THE ROKAN HILIR REGENCY

ABSTRACT

Desy-Mulyani

In managing village funds, village government leadership is needed. The
leadership of the village government in managing.the Village Fund Allocation is
the main basis for how the implementation of the Village Fund Allocation
distribution ean be allocated properly or not. This research was conducted to
determine the leadership of the village government in managing the allocation of
village funds in"Jaya Agung Village based on the Regulation of the Minister of
Home Affairs of the Republic of Indonesia Number 113-of 2014, which includes
planning, implementation, administration, reporting, accountability and
supervision. This study uses a descriptive survey and qualitative methods. To
achieve the objectives of this study, the researchers used data collection
techniques, namely observation, interviews and documentation. In this study using
the theory of Harbani Pasolong and there are several research indicators,
namely: (1) the role of deciston-makers, (2) the:role of influencing, (3) the role of
motivating, (4) the role of interpersonal, (5) the role of informational. The results
of this study indicate that the village government in managing ADD is quite good
but in determining the planning of work programs there is a lack of cooperation
between the village head and village officials.

Keywords: Leadership and Management of Village Fund Allocation
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PENDAHULUAN

umumnya mata

v
a merupakan daerah

hukum yang setingkat desa d Sla, akan tetapi asas atau landasan

hukumnya hampir sama yaitu adat, kebiasaan dan hukum adat,

Desa telah ada dalam Undang-Undang Dasar 1945 (sebelum
perubahan), dalam penjelasan masyarakat “dalam teritorior Negara Indonesia
terdapat lebih  kurang 250  zwlfbesturende landschappen dan

volkgemeenschappen, seperti desa di Jawa dan Bali, nagari di Minangkabau,
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dusun dan marga di Palembang dan sebagainya”. Daerah-daerah

mempunyai susunan asli dan dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat

istimewah.

tentang Desa Praja diset Ve la esatuan masyarakat

riil daerah dan desa di Indonesia sangat beragam. UU Nomor 5 Tahun 1979
mereduksi keragaman masyarakat di desa di Jawa, komunitas masyarakat

seperti gampong, nagari, huta dan lain-lain dipaksa menjadi desa (Jawa).

Reformasi telah membawa perubahan dalam sistem pemerintahan dari
tingkat pusat sampai ke desa. Perubahan ditingkat desa diantaranya adanya

otonomi desa. Otonomi desa berarti desa memliki kewenangan untuk
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mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Ini merupakan langkah

untuk mempercepat pembangunan desa guna terwujudnya masyarakat yang

sejahtera. Menurut Widjaja (2003:76) desa senagai penyelenggaraan

.E\-

\ %)
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>

ingkungannya.
dimuka bumi

konomis, unsur

+ A ¥AEN
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perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan
Republik Indonesia telah mengamanatkan perlu direalisasikannya pembagian
kekuasaan, kewenangan, dan pemanfaatan sumber-sumber kehidupan antara
Pusat, Daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota), dan Desa yang lebih adil dari pada

sebelumnya.



Desa didefiniskan desa adalah kestuan masyarakat hukum yang
memiliki batas wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai
kesatuan masyarakat yang berwenang untuk mengatur dan mengurus
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa, asal-usul dan adat
istiadat masyarakat setempat serta hak tradisional yang diakui dan dihormati
dalam sistem pemerintah NKRI. '‘Desa-memiliki kewenangan untuk mengatur
dan mengurus masyarakat setempat sesuai kondisi sosial dan budaya dalam
pengaturan keuangan. Penyelenggraan pemerintahan desa diharapkan dapat
mendorong.. peningkatan kapasitas dan kemandirian melalui partisipasi
masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya untuk mencapai kesejahteraan
masyarakat.” pelaksanaanya diwujudkan dalam bentuk pemerintahan yang
mengatur rencana pengembangan jangka panjang, kebijakan dan peraturan
desa serta sumber pembiayaan pembangunan. Termasuk di‘dalamnya kesatuan
hukum yang mempunyai organisai. pemerintahan terendah langsung dibawah
camat dan = berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri. Ini
menunjukan bahwa UU Nomor 5 Tahun 1979.tidak mengatur desa sebagai
kesatuan masyarakat hukum-adat, melainkan mengatur kesatuan masyarakat
yang terdapat kesatuan masyarakat. UU ini diperuntukan memperkuat
kedudukan desa agar mampu menggerakan masyarakat berpartisipasi dalam
pembangunan desa. Dengan cara penyeragaman nama, bentuk, susunan dan
kedudukan pemerintahan desa, sehingga mengubah total wajah gampong,

nagari, huta dan lain-lain menjadi desa.
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Pasca lengsernya rezim Orde Baru, terjadi pergeseran dalam dinamika
pemerintahan di Indonesia khusunya pemerintahan desa. Ditandai dengan

lahirnya Undang-Undang Nomor.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan

engakibatkan pengelolaan

No. 32 Tahun 2004 Q . N dese
0 ahun ﬁ““%

desa menjadi lambat karena ggu lahirnya peraturan pemerintah.
Bahkan hingga tahun 2013, pengaturan tentang desa hanya diatur dengan
Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2002 tentang desa. Desa dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 memang semakin terdegradasi karena

hanya diatur rinci dengan Peraturan Pemerintah bukan dengan undang-

undang.
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Undang-Undang Nomo 6 Tahun 2014 tentang desa lebih dikenal
dengan Undang-Undang Desa. Dalam Undang-Undang Desa disebutkan

bahwa Desa atau yang disebut dengan nama lain telah ada sbelum Negara

. Undang-Undang N ahun 1965 tentang Desa Praja sebagai
bentuk peralihan untuk mempercepat terwujudnya daerah tingkat

I11 di seluruh wilayah Republik Indonesia.

e. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.

f. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah

Daerah.
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g. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

ib

Daerah.
Kabupaten Rokan Hilir adalah salah satu
Indonesi a
kot
AS |
8.881 @a&%ﬁ‘% 14
Kecam i a. Da
yang a
Ta ama —nama K an

No. an |

1. Ta itih b~

2. Puj

3. Tan

4, ntau

5.

6.

7.

8. a

9. .

10.

11. Pas

12. Kubu

13. Bangk

14. Sinaboi

15. Batu Hampar

16. Pekaitan

17. Rimba Melintang

18. Bangko Pusako

Sumber: Sekretariat Daerah Rokan Hilir

bupaten di Provinsi Riau,

agan siapi-api,

as sebesar

r dalam 18

atu dari Desa

Ir.

n Hilir

Desa Jaya Agung, Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan

Hilir adalah Desa yang tertinggal dari desa-desa lain hal tersebut disebabkan

karna Desa Jaya Agung baru terbentuk dari pemekaran dengan Desa induk
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Bahtera Makmur pada tahun 2010. Masih banyak pembangunan yang
dilakukan pemerintah desa agar Desa Jaya Agung dapat berkembang seperti

desa-desa lainnya.

dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

6. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat pihak ketiga.

7. Lain-lain pendapatan desa yang sah.

Alokasi dana desa atau disingkat ADD adalah dana yang berasal dari

APBD Kabupaten yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan
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pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten untuk pemberdayaan

masyarakat desa. Alokasi dana desa adalah dana yang diberikan kepada desa

yang berasal dari dana pemerimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah

dan kewajiban desa Q % : N Desa adalah keseluruhan kegiatan
LI 2

yang meliputi perencanaa penatausahaan, pelaporan dan
pertanggungjawaban keuangan desa. Beberapa prinsip pengelolaan keuangan

desa yang baik antara lain:

1. Rancangan APBDesa yang berbasis program.

2. Rancangan APBDesa yang berdasarkan pada partisipasi unsur-unsur

masyarakat dari bawah.
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. Memeilihara dan

10

. Keuangan dikelola secara bertanggungjawaban, keterbukaan, dan daya

tanggap terhadap prioritas kebutuhan masyarakat.

mengembangkan pemerintahan, pembangunan dan

dilakukan dengan tertib da anggaran. Pengelolaan keuangan desa
dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 januari
sampai dengan 31 desember. Transparan berarti pemerintah desa dalam
mengelola keuangan harus terbuka, sebab keuangan itu adalah milik rakyat
atau barang publik yang harus diketahu masyarakat. pemerintah desa wajib

menyampaikan informasi secara terbuka APBDesa kepada masyarakat .
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keterbukaan akan meningkatkan kepercayaan dan pengormatan

masyarakat kepada pemerintah desa.

&
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Nty

atan di Desa dalam

dalian pembangunan serta

. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan kesempatan

berusaha bagi masyarakat Desa dalam rangka pengembangan kegiatan

sosial ekonomi masyarakat.

. Mendorong peningkatan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat.
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Tujuan dari pelaksanaan Aloksi Dana Desa adalah untuk meningkatkan

pembangunan desa, baik pembangunan fisik maupun non fisik. Hal ini

berhubungan dengan indikator pembangunan desa. Indikator pembangunan

rawan terhadap
masyarakat dalan membangun desa lebih maju dan berkembang. Disinilah
pentingnya peran masyarakat sebagai pengawas langsung dan tidak lepas dari
peran pemerintah Kabupaten selaku pemberi dana untuk pemberdayaan
masyarakat desa diarahkan untuk perbaikan atau pembangunan sarana dan
prasarana fisik desa yang meliputi perbaikan sarana publik dan perbaikan
lingkungan serta pemukiman, honor tim ADD dan penguatan kelembagaan

desa dan kegiatan desa lainnya yang dianggap penting. Sedangkan ADD untuk
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penyelenggaraan  pemerintahaan desa  diarahkan untuk  menunjang
penyelenggraan pemerintah desa dan operasional Badan Permusyawaratan

Desa, Alokasi Dana Desa digunakan untuk:

pelayanan publik untuk skala luas yang jauh lebih strategis dan lebih

bermanfaat untuk jangka waktu panjang.

Alokasi Dana Desa memiliki manfaat tersendiri terhadap desa yang
menerima bantuan dana dari Alokasi Dana Desa tersebut. Manfaat Alokasi

Dana Desa (ADD) bagi Desa berdasarkan PP 47 Tahun 2015 yakni:
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. Menghemat biaya pembangunan

. Taip-tiap desa memperoleh pemerataan pembangunan

operasional, belanja aparat desa dan administrasi penyelenggaraan

pemerintah desa.

. 70% dari jumlah Alokasi Dana Desa diterima digunakan untuk belanja

publik dan pemberdayan masyarakat desa.
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Tabel 1.2 Laporan anggaran pendapatan dan belanja desa pemerintah di
kepenghuluan jaya agung tahun anggaran 2020

No. Uraian Anggaran
1. | Alokasi dana desa Rp. 959.804.925
2. | BIDANG PENYELENGGARAN#. Rp. 586.748.469

PEMERINTAHAN DESA

3. | Penyelenggaraan belanja siltap, tunjangan | Rp. 474.576.469

dan operasional pemerintah desa

4. | Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan | Rp. 45.600.000

kepala desa

5. | Penyediaan penghasilan tetap dan_tunjangan | Rp. 261.000.000

perangkat desa
6. | Peyediaan jaminan sosial bagi kepala desa dan | Rp. 11.064.000
perangkat desa
7. | Penyediaan operasional pemerintah desa Rp. 58.612.469
8. | Penyediaan tunjangan BPD Rp. 39.600.000
9. | Penyediaan operasional BPD Rp. 4.700.000

10. | Penyediaan insentif/operasional RT/RW Rp. 54.000.000
11. | Penyediaan sarana prasarana | Rp. 59.300.000

pemerintahan desa

12. | Penyediaan sarana (aset tetap) | Rp. 54.300.000

perkantoraan/pemerintahan

13. | Pemeliharaan gedung/prasarana kantor desa Rp. 5.000.000
14. | Pengelolaan administrasi kependudukan, | Rp. 10.872.000

pencatatan sipil, statistika dan kearsipan

15. | Penyusunan, pendapatan, dan pemutakhiran | Rp. 6.000.000

profil desa (dipilih)

16. | Pengelolaan  administrasi dan  kearsipan | Rp. 4.872.000

pemerintahan desa

17. | Penyelenggaraan tata praja pemerintahan, | Rp. 30.000.000

perencanaan, keuangan dan pelaporan

18. | Penyelenggaraan musyawarah .perencanaan | Rp. 10.000.000

desa/pembahasan APBDesa

19. | Penyusunan dokumen perencanaan desa Rp. 5.000.000
20. | Penyusunan dokumen keuangan desa Rp.15.000.000
21. | Sub bidang pertanahan Rp. 12.000.000
22. | Administrasi pajak bumi dan bangunan Rp. 12.000.000
23. | BIDANG PELAKSANAAN | Rp. 130.999.301

PEMBANGUNAN DESA

24. | Sub bidang pendidikan Rp. 14.400.000

25. | Penyelenggaran Rp. 14.400.000
PAUD/TK/TPA/TPQ/Madrasah ~ Nonformal
milik desa

26. | Sub bidang kesehatan Rp. 6.000.000




16

27. | Penyelenggaraan posyandu Rp. 6.000.000

28. | Sub bidang pekerjaan umum dan penataan | Rp. 38.217.000
ruang

29. | Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan Rp. 38.217.000
pemakaman milik desa/situs bersejarah

30. | Sub bidang kawasan pemukiman Rp. 43.982.301

31. | Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan = sistem | Rp. 43.982.301
pembangunan air limbah (dipilih)

32. | Sub bidang perhubungan, komunikasi dan | Rp. 28.400.000
informatika

33. | Pembuatan dan pengelolaan jaringan/instalast | Rp. 28.400.000
komunikasi dan.informasi lokal desa

34. | BIDANG PEMBINAAN | Rp. 198.800.000
KEMASYARAKATAN

35. | Sub bidang ketentraman, ketertiban umum | Rp. 13.200.000
dan perlindungan masyarakat

36. | Penguatan & peningkatan kapasitas tenaga | Rp. 7.200.000
keamanan/ketertiban oleh pemdes

37. | Pelatihan/penyuluhan/sosialisasi kepada masy. | Rp. 6.000.000
Di bidang hukum & pelindungan masyarakat

38. | Sub bidang kebudayaan dan keagaman Rp. 120.600.000

39. | Pembinaan group kesenian dan kebudayaan | Rp. 4.000.000
tingkat desa

40. | Penyelengaraan festival kesenian, | Rp. 95.000.000
adat/kebudayaan, dan fkeagaman.. (HUT_RI,
Raya Keagaman dll)

41. | Pemeliharaan sarana prasarana kebudyaan, | Rp. 21.600.000
rumah adat dan keagamaan milik desa

42. | Sub bidang kepemudaan dan olahraga Rp. 30.000.000

43. | Pembinaan karangtaruna/klub | Rp. 30.000.000
kepemudaan/olahraga tingkat desa

44. | Sub bidang kelembagaan masyarakat Rp. 35.000.000

45. | Pembinaan LKMD/LPM/LPMD Rp. 14.000.000

46. | Pembinaan PKK Rp. 21.000.000

47. | BIDANG PEMBERDAYAAN | Rp. 65.000.000
MASYARAKAT

48. | Sub bidang peningkatan kapasitas aparatur | Rp. 65.000.000
desa

49. | Peningkatan kapasitas kepala desa Rp. 35.000.000

50. | Peningkatan kapasitas perangkat desa Rp. 30.000.000

51. | Jumlah Belanja Rp. 981.547.770

52. | Surplus Rp. (21.742.845)

Sumber: Pemerintahan Desa Jaya Agung
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Berdasarkan tabel diatas Anggaran Alokasi Dana Desa untuk Desa
Jaya Agung berjumlah Rp. 959.804.925, dengan penggunaan dana dalam
bidang penyelengaraan pemerintahan desa yaitu berjumlah Rp. 586.748.469,
dan anggaran® dalam bidang pembangunan desa yaitu berjumlah Rp.
130.999.301, anggaran dalam bidang pembinaan kemasyarakatan yaitu
berjumlah Rp. 198.800.000; kemudian:anggaran dalam bidang pemberdayaan
masyarakat yaitu sebesar Rp. 65.000.000 dan jumlah belanja sebanyak Rp.
981.547.770. Untuk anggaran Alokasi Dana Desa Tahun 2020 di

Kepenghuluan Jaya Agung ini ber surplus dengan jumlah Rp. 21.742.845.

Pengelolaan Alokasi Dana Desa diserahkan kepada Pemerintah Desa
dan Lembaga kemasyarakatan yang mengacu. pada hasil Musyawarah
Perencanaan Pembangunan Desa melalui proses perencanaan partisipatif.
Artinya proses Alokasi/~Dana ,Desas, (ADD) mulai dari perencanaan,
pengambilan keputusan, sampai dengan kepengawasan serta evaluasi harus
melibatkan banyak pihak, artinya dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa tidak
hanya melibatkan™ para elit desa saja.. (- Pemerintah Desa, Badan
Permusyawartan Desa (BPD), pengurus desa ataupun tokoh masyarakat),

tetapi harus melibatkan masyarakat lain.

Dalam pengalokasian dana desa diperlukan asas transparansi.
Transparansi dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa merupakan kunci pokok
bagaimana pelaksanaan penyaluran ADD tersebut dapat dialokasikan dengan
baik atau tidak dan informasi terkait ADD dapat diketahui oleh berbagai pihak

karena memang harus bersifat terbuka. Keterbukaan informasi publik ini
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terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008
tentang keterbukaan informasi publik. Dalam pasal 1 ayat 2 dijelaskan bahwa

“infromasi public adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola,

publik.

efektif dan efesiensi, ak Japat dipertanggungjawabkan.

5. Mengetahui alasan kebijakan publik yang memengaruhi hajat hidup orang

banyak,

6. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

7. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan

Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.
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Tidak hanya bagaimana Pemerintah Desa mampu terbuka terhadap apa
yang sudah dikerjakannya, melainkan juga terkait hal bagimana masyarakat

bisa dan mampu dengan mudah untuk mengakses segala informasi terkait apa

5. Menetapkan Anggaran Pendepatan dan Belanja Desa.

6. Membina kehidupan masyarakat Desa.

7. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa.
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8. Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta

mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk

sebesar-sebesarnya kemakmuran masyarakat desa.

10. Mengus a.peli O‘ egara guna

11.
12.

13.

14. an kuasa hukum

ndang-undang.

15. a ; an ketentuan peraturan

melaksanakan tugas dan wewenangnya. Sedangkan peranan dan fungsi Badan

Permusyawaratan Desa yaitu:

1. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala

Desa.

2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa.
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3. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Dari penjelasan diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa

kewenangan dan/a Fungsi Pemerintahan Desa adalah wewenang dan

Q. sesuai dengan

o

aris desa dalam
» g
bt

diberikan oleh

keuangan desa
an Jaya Agung

fokuskan pada

pelaksanaan, penatausaha, pe pertanggungjawaban yang dilakukan
Tim pelaksanaan yang dibentuk oleh desa. Pada penelitian ini saya

mengajukan judul :

“Kepemimpinan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi
Dana Desa di Kepenghuluan Jaya Agung Kecamatan Bagan Sinembah

Kabupaten Rokan Hilir”.
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B. Rumusan Masalah

Berdasarkan wuraian yang terdapat dilatar belakang, peneliti

menemukan permasalahan terkait perilaku Aparatur Desa dalam pengelolaan

2. Kegunaan Penelitian

a. Secara akademis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan
sumbangan dan bahan pemikiran tentang konsep pengembangan ilmu

pemerintahan.
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. Secara praktis, diharapkan dapat ,menjadi masukan bagi pemerintah

Kepenghuluan Jaya Agung dalam menjalankan Peranan Pemerintah

Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa agar berjalan efektif.

&=
’
7,
&
&
"
" |
”
?
¢

_
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BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi K

orang, semuanya saling mengenal kebanyakan yang termasuk didalamnya
hidup dari pertanian, perikanan, dan sebagaimannya, usaha yang dapat
dipengaruhi oleh hukum dan kehendak alam, dan dalam tempat tinggal itu
terdapat banyak ikatan-ikatan keluarga yang tepat, ketaatan pada tradisi

dan kaidah-kaidah sosial.

24
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Sedangkan pengertian desa menurut Baratha dalam Nurcholis
(2001:4) adalah bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum

berdasarkan susunan asli adalah suatu “badan hukum” dan ada pula :badan

tahun 2015

tingan masyarakat setempat
berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan
dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia.
b) Pemerintahan Desa adalah Kepala desa dan perangkat desa sebagali
unsur penyelenggaraan pemerintahan desa.

c) Hak dan Kewajiban Desa
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Menurut UU6/2014 pada pasal 67 menyebutkan bahwa hak dan

kewajiban desa adalah sebagai berikut:

masyarakat

ilai sosial

serta kerukunan

nasional dan

o

I

) \

Pemerintah berasal dari kata pemerintahan, yang paling sedikit

b. Pengertian Pemeri

“pemerintah” yang memiliki empat unsur yaitu, ada dua pihak yang
terkandung, kedua saling memiliki hubungan, pihak yang memerintah
memiliki wewenang, dan pihak yang diperintah memiliki ketaatan.
Perbedaan pemerintahan dalam arti luas dengan pemerintahan dalam arti

sempit. Pemerintahan dalam arti sempit meliputi lembaga yang mengurus
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pelaksanaan roda pemerintahan disebut (eksekutif), sedangkan
pemerintahan dalam arti luas selain eksekutif termasuk juga lembaga yang

membuat peraturan perundang-undangan disebut (legislatif) dan yang

ﬂ! layanan civil.

LU

bt S\ £

asyarakat, maka

disuatu pihak atau demokratis dipihak lain.

c. Pengertian Pemerintahan Desa

Pemerintahan diartikan sebagai keseluruhan lingkungan jabatan
dalam suatu organisasi negara, pemerintahan sebagai lingkungan jabatan

adalah alat-alat kelengkapan negara seperti jabatan eksekutif, jabatan
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kegislatif, jabatan yudikatif, dan jabatan suprastruktur lainnya.

Pemerintahan yang berisi lingkungan pekerjaan tetap disebut juga

pemerintahan dalam arti statis, dan dapat diartikan dalam arti dinamis,

disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai

unsur penyelenggara pemerintahan desa.

a. Pemerintah Desa

1. Kepala Desa
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Kepala Desa menurut Talizidhuhu Ndraha merupakan
pemimpin di Desa semua urusan tentang kemakmuran, kesejahteraan

masyrakat, pembangunan dan lain-lain merupakan kewajiban dari

Desa.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi kepala desa mempunyai

wewenang.

a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa
b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa

c. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa
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d. Menetapkan peraturan desa

e. Menetapkan APB Desa

f. Membina kehidupan masyarakat Desa

g. Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk
kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi kepala desa mempunyai

kewajiban:
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a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara

eadilan gender
ng akuntabel,

, bersih, serta

k. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa
I. Mengembangkan perekonomian masyarakat Desa

m. Mengembangkan kehidupan sosial masyarakat desa

n. Mengambangkan dan membina kebudayaan masyarakat desa
0. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakat di

Desa
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p. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan
lingkungan hidup

g. Memberikan infromasi kepala masyarakat Desa.

berturut-turut atau tida urut-turut.

Berdasarkan pengertian diatas, penulis dapat menyimpulkan
bahwa struktur pemerintahan desa adalah susunan secara sistematik

pemerintahan desa yang terdiri dari pemerintah desa dan BPD.
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d. Pengertian Peranan

Menurut Kamus Besar Indonesia (2007:854) Peran diartikan

sebagai berikut: Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status)

apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya maka ia

menajalankan suatu peranan.

Secara sosiologis menurut Soerjono Soekanto (2002:242) peranan
adalah aspek dinamis yang berupa tindakan atau perilaku yang

dilaksanakan oleh seseorang yang menempati atau memangku suatu posisi
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dan melaksanakan hak-hak dan kewajiban seseuai dengan kedudukannya.
Jika seseorang menjalankan peran tersebut dengan baik, dengan sendirinya

akan berharap bahwa apa saja dijalankan sesuai dengan keinginan diri

SN AL

dengan posisi
dalam arti ini

bing seseorang

g ‘-ﬁt\"\\\

ﬂ
P
£

Menurut Horton dan Hunt (2007:116) Peran adalah perilaku yang
diharapkan dari seseorang yang mempunyai status. Setiap orang
mempunyai sejumlah status dengan harapan mengisi peranan sesuai
dengan status tersebut. Dalam arti tertentu, status dan peranan adalah dua

aspek yang saling berkaitan.
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Soejono Soekanto dalam bukunya Sosiologi (Suatu Oengantar)
mengemukakan definisi peranan sebagai berikut: Peranan lebih banyak

menunjukan pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses, jadi

mampu melaksanakan peranan sebagaimana yang diharapkan oleh

masyarakat.

Peranan menurut Kamus Besar Indonesia mempunyai arti sebagai
beikut: “Peranan adalah tindakan yang dilakukan seseorang atau

sekolompok, orang dalam suatu peristiwa atau bagian yang dimainkan
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seseorang dalam suatu peristiwa.” (Kamus Besar Bahasa Indonesia

2006:751).

Pengertian peran berdasarkan Toha (1997:56) merupakan tindakan

maka berikut ini akan disajikan beberapa definisis tentang kata peranan.
Menurut Soerjono Soekanto (2004:243), peranana adalah pertama,
merupakan aspek dinamis kedudukan apabila seseorang melaksanakan hak
dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya dan menjalankan suatu
peranan. Kedua, peranan adalah karena ia mengatur perilaku seseorang

dan peranan menyebabkan seseorang pada batas tertentu dapat melakukan
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perbuatan-perbuatan orang lain. Ketiga, peranan adalah diatur norma-

norma yang berlaku, misalnya norma kesopanan menghendaki sagar

seseorang laki-laki bila berjaklan berjalan bersama seorang wanita harus

. Pola perilaku yang diharapkan dapat menyertai status.
3. Bagian atau fungsi seseorang dalam kelompok atau prantara.
4. Fungsi yang diharapkan dari seseorang atau menjadi
karakteristik yang apa adanya.

5. Fungsi setiap variabel dalam hubungan sebab akibat.
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Peranan adalah sesuatu yang jadi bagian atau yang memegang
pimpinan yang terutama dalam terjadinya hal atau peristiwa (Kamus Besar

Bahasa Indonesia, 2004:349). Kemudian menurut Miftha Thoha

'y
ﬂ’.._n
ﬁ
M

-0 ALRRAE

N

efektif, dan efesiensi dan

mempengaru eka bekerja secara optimal untuk

mencapai tujuan.

2. Peranan berkaitan dengan informasi (Informasi Role), dimana
pimpinan merupakan titik sentarl bagi lalu lintas hubungan kerja
sama antar pegawai yang berada dalam lingkupnya, dalam hal ini

pimpinan dilibatkan dalam tiga hal yaitu:
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a. Memantau secara terus menerus, memperoleh data, pesan atau
informasi dari dalam dan luar organisasi yang dianggap relevan.

b. Menyebarkan  informasi yang  diperoleh  selanjutnya

pimpinan

an gangguan,

perubahan tidak b gejolak sosial, apabila yang dapat
merupakan ancaman bagi keutuhan nasional serta kesatuan dan

persatuan bangsa.

2. Peran selaku inovator

Dalam memainkan peranan selaku inovator, pemerintah sebagai

keseluruhan harus menjadi sumber dari hal-hal baru.
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3. Peran selaku modernisator

Pengalaman banyak negara menunjukkan bahwa agar pemerintah

proses modernisasi harus

jadi panutan (role

peranan  selaku
harapkan bahwa

Irang pula intensitas

1. Sebagai stabilisate

2. Sebagai inovator,

3. Sebagai pelopor.



Gambar 2.1 bagan organisasi pemerintahan desa
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2. Good Governance

Secara umum Good Governance dapat

41

KEPALA
URUSAN

PEMBANGU
NAN

sebagai

penyelenggaraan pemeritahan yang baik terkait isu transparansi, akuntabilitas

publik dan sebagainya. Good Governance menurut world bank ialah suatu

penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggungjawab

dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran terhadap
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kemungkinan salah alokasi dan investasi, dan pencegahan korupsi baik secara

publik maupun administratif.

governa

g
¢
’
b
[

[ B
{

5. Memastikan bahwa prioritas sosial, ekonomi dan politik

didasrkan pada konsensus dalam masyarakat

6. Memastikan bahwa suara penduduk miskin dan rentan

didengarkan dalam proses pembuatan keputusan
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Menurut Taschereau dan compos yang dikutip Thoha (2003:63),

tata pemerintahan yang baik merupakan suatu kondisi yang menjamin

adanya saling mengontrol yang dilakukan oleh komponen yakni

program secara efektif, dalam pengertian terjadi kecepatan waktu,
biaya dan alokasi SDM. Tujuan dan sasaran bisa dicapai, bagaimana

tingkat keberhasilan program atau proyek dan realisasi outputnya.

4. Transparansi, ditandai oleh kebijakan, regulasi, program, anggaran
dan kegiatan pemerintah terbuka pada publik, seberapa besar upaya

yang dilakukan untuk membuat terbuka pada publik, seberapa besar
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upaya yang dilakukan untuk membuat publik memahaminya apa

yang diputuskan dan dilakukan oleh pemerintah.

5. Responsive;. ditandai dengan kebijakan, program dan tindakan

3 S 3
S
5
=}
-]
3

AN
D
g
=
2
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3

tingkat

tugas, apakah

mendaptkan hak ya

Aspek-aspek dalam Good Govenance

1. Hukum/kebijakan, merupakan aspek yang ditujukan pada perlindungan

kebebasan.

2. Administrative competence and transparency, yaitu kemampuan membuat

perencanaan dan melakukan implementasi secara efisiensi, kemampuan
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melakukan penyederhanaan organisasi, penciptaan disiplin, dan model

administratif keterbukaan informasi.

3. Desentralisasi, yaitu desentralisasi regional dan dekonsentrasi di dalam

desa di @ sa (APB Desa),
bantuan p Penyelenggaraan
urusan pemeri erintah desa didanai
oleh APBD. Penye . a ‘ . Sumber pendapatan desa

dalam Pasal 72 UU 6 Tahu

1. Pendapatan Asli Desa, antara lain terdiri dari hasil usaha desa, hasil
kekayaan desa (seperti tanah kas desa, pasar desa, bangunan desa),
hasil swadaya dan partisipasi hasil gotong royong.

2. Bagi hasil pajak Daerah Kabupaten/Kota.

3. Bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.
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4. Bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan

pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka pelakasanaan urusan

pemerintahan.

-

ety
2
2

ﬁ\"%\'él\\ A2 )

dengan 31 desember.

Dalam kerangka otonomi desa, Kepala Desa memiliki
kewenangan penuh dalam pengelolaan Keuangan Desa. Tercantun dalam
Peraturan Mentri Dalam Negri Nomor 113 tahun 2014 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa. Pada Bab Ill Pasal 3 disampaikan tentang

kekuasan pengelolaan Keuangan Desa yang berbunyi:
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1. Kepala Desa adalah pemegang kekuasan pengelolaan keuangan desa

dan mewakili Pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik

desa yang dipisahkan.

\\\\\\‘é‘ &

A2 )
s

\\“

1. Kepala d ala sanakan pengelolaan keuangan desa,

dibantu oleh PTKD.

4. Pengelolaan Keuangan Desa
Pemendagri Rl 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
pasal 2 menyebutkan bahwa keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas

transparan, akuntable, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin
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anggaran. Pengelolaan Keuangan Desa dikelola dalam masa 1 (satu) tahun

anggaran yaitu mulai tanggal 1 januari-31 desember.
a. Tahapan Pengelolaan Keuangan Desa

it "l'&\?n‘*l"l‘ a@.,
&

.
5
%
/’

v
‘q@

e. Rancangan peraturan desa tentang APBDesa yang telah disepakati
bersama disampaikan oleh Kepala Desa Kepada Bupati/Walikota
melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 hari sejak

disepakati untuk dievaluasi.

2. Pelaksanaan
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a. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan

kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.

b. Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti

ﬁ enerimaan dan
ir bulan secara
uang melalui
ap bulan kepada
ran menggunakan buku kas
umum, buku kas pe ak dan buku bank.
1. Pelaporan

a. Kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa
kepada Bupati/Walikota berupa laporan semester pertama dan

laporan semester akhir tahun.

b. Laporan semester pertama berupa laporan Realisasi APBDesa.



N ueeyeisndidg

DI disay yepepe fur udwnyo(

ISIIATU

nery wejsy sej

50

c. Laporan realisai pelaksanaan APBDesa disampaikan paling lambat

akhir bulan juli tahun berjalan.

d. Laporan_semester akhir tahun disampaikan paling lambat akhir

1 Format lapo ggungjawaban realisasi pelaksanaan

APBDesa tahun anggaran berkenaan.

2 Format laporan kekayaan milik desa per 31 desember tahun
anggaran berkenaan format laporan program pemerintah dan

pemerintah daerah yang masuk ke desa.

3. Pembinaan dan pengawasan
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a. Pemerintah provinsi wajib membina dan mengawasi pemberian
dan penyaluran Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan bagi hasil

pajak dan Retribusi Daerah dari Kabupaten/Kota kepada desa.

alokasikan khusu
dalam y di oleh pemerintah dae ada pemerintah desa
yang bersu ‘- rimbangan anta erintah pusat dan
pasal 1 bahwa

alokasi dalah-.dana hbangan' ya a kabupaten/kota

mendorong dalam membiaya QI3 erintah desa dengan partisipasi
swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan

pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.
b. Prinsip-prinsip Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Pengelolaan Alokasi Dana Desa memiliki prinsip-prinsip antara

lain:
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1 Pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan
bagian yang penting yang tidak terpisahkan dari pengelolaan

keuangan desa.

ditingkat desa da dayaan masyarakat.

3 Meningkatkan pembangunan infrastruktur pedesaan.

4 Meningkatkan pengalaman nilai-nilai keagamaan, sosial

budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial.

5 Meningkatkan kententraman dan ketertiban masyarakat.
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6 Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka

pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat.

7 Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong

esa melalui

mengelola otonominya, t bergantung pada Kabupaten atau

Kota.

2 Kabupaten/Kota bisa berkonsentrasi meneruskan pembangunan
pelayanan publik untuk skala yang lebih luas startegis dan lebih

bermanfaat untuk jangka panjang.

b. Bagi Desa
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Menurut Greogius (2006:6) manfaat ADD bagi desa, sebagai berikut:

1 Desa dapat menghemat biaya pembangunan, karena desa dapat

mengelola sendiri dan hasilnya dapat dipelihara secara baik.

kepercayaan antar pemerintah Desa dan masyarakat desa dan
mendorong adanya kesukarelaan masyarakat desa untuk membangun

dan memilihara desanya.

7 Dapat mendorong terciptanya pengawasan langsung dari masyarakat

untuk menekan terjadinya penyimpangan.
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6. Kepemimpinan dan Kepemimpinan Pemerintahan

a. Pengertian Kepemimpin

Kepemimpinan (leadership) adalah kemampuan seseorang (yaitu

SN E N

SRR A
-

i

&
N &
o
>
o
w
o
@D
x
D
>
—
o

A
-
@
2
]
o
)
=
>
=)
~

bagi situasi yang khusus.

Kepemimpinan menurut Rivai (2013:4) adalah suatu perilaku
dengan tujuan tertentu untuk mempengaruhi aktivitas para anggota
kelompok untuk mencapai tujuan bersama yang dirancang untuk
memberikan manfaat individu dan organisasi, sehingga dalam suatu

organisasi, kepemimpinan merupakan faktor yang sangat penting dalam



N ueeyeisndidg

iy disay yejepe il udwnyo(]

ISJIAIU

nenyj wejsy se)

56

menentukan pencapain tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi.
Menurut pasolong (2015:33) untuk menjadi pemimpin yang berkualitas,

maka kepala desa harus mempunyai peran penting dalam

menjalankan tugas-tugas kepe pinananya.

b. Pengertian Kepemimpinan Pemerintahan

Kepemimpinan pemerintahan merupakan suatu kemampuan
pemerintah untuk melakukan komunikasi, interaksi, dan pengaruh
terhadap masyarakat terutama dalam penyediaan ‘public service’ dan

layanan sipil ‘civil service’. Konsep kepemimpinan pemerintahan
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terdiri atas dua subkonsep yang hubungannya satu dengan yang lain,

tegang, yaitu konsep kepemimpinan bersistem sosial dan konsep

kepemimpinan yang bersifat formal (Effendy, 2009:39).

ai-sosial. Kondisi

g8

liki seseorang
m nilai budaya
iadat. Konsep

m nilai formal

ABAAEY
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B. Penelitian Terdahulu

Ada beberapa penelitian yang mengenai Pengelolaan Alokasi Dana

Desa, diantaranya :

Penanggung
jawaban

. Perencanaan dan
penganggaran
ADD

. Mekanisme
pencairan dan
penyaluran

. Mekanisme
pelaksanaan
kegiatan

. Mekanisme
pelaporan dan
pertanggungjawab
an

Mardiat | Peran Kepala Desa William  N. 1. Perencanaan

ul Ulfa | Dalam Pemanfataan Dunn Pelaksanaan
Alokasi Dana Desa (2000:169) 3. Pengawasan atau
(ADD) di Desa Sawah evaluasi
Kecamatan Kampar
Utara Kabupaten
Kampar

no
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C. Kerangka Pikir

Berdasarkan teori yang telah diuraikan dalam studi kepustakaan,

maka penulisan membuat suatu kerangka pikir dari penelitian ini sebagai

ntah Desa

AN
V7 i)

KESIMPULAN SARAN

Sumber: Modifikasi penulis 2021
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D. Konsep Operasional
Untuk memudahkan dalam penelitian ini, maka dengan ini diberikan

konsep operasional, sebagai beikut:

eh pemerintah

ngan keuangan

[ang desa pasal 71

egeri Republik

b. Pelaksanaan

c. Penatausahaan

d. Pelaporan

e. Pertanggungjawaban
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5. Pemerintah desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
pemerintah desa dan BPD dalam mengatur dan mengurus kpentingan

masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat

pemerintah daerah.

8. Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang (yaitu pemimpin atau
leader) untuk mempengaruhi orang lain (yaitu yang dipimpin atau
pengikut-pengikutnya). Sehingga orang lain tersebut bertingkah-laku

sebagimana kehendaki oleh pemimpin tersebut.
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Tabel 2.2 : Operasional variabel penelitian tentang kepemimpinan
pemerintah desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di
Kepenghuluan Jaya Agung Kecamatan Bagan Sinembah
Kabupaten Rokan Hilir.

Konsep Sub Indikator

1 ‘\t« ~ —aN 3
Untuk menjadi -
pemimpin
berkualitas,
kepala desa
mempunyai p
penting dala
kepemimpina
salah satunya

keputusan
d'ﬁ asarkan aturan

v. empengaruhi
aruhi ‘; ahan untuk
arb bekerja sama
Pasolong, 2015 .S lalu melibatkan
ahan dalam
rbagai kegiatan

& pbagi bawahannya
[ yang berprestasi

. Menjadi contoh
bawahanya

. Kedekatan dengan
bawahannya

5. Peran . Kejelasan mengenai
informasional rencana kebijakan-
kebijakan

b. Pemberian intuksi
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MOTODE PENELITIA

diambil suatu kesimpulan ‘dengan metode kualitatif. Metode kualitatif
menurut Sugiyono (2009:1) adalah metode penelitian yang digunakan
untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamaiah dimana penelitian
adalah instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara
triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian

kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

63
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B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kepenghuluan Jaya Agung Kecamatan

seorang atau sekelompok ‘tertentu yang mempunyai kualitas dan
karakteristik yang ditetapkan peneliti (penelitian kualitatif)  untuk

dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya.

Adapun teknik penunjuk informan adalah dengan menggunakan
teknik Purposive Samping, dengan pertimbangan bahwa infroman yang

ditunjuk mengetahui serta memahami masalah dan tujuan penelitian ini
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serta dengan pertimbangan lainnya adalah bahwa jumlah sampel yang

diambil dianggap mampu memberikan jawaban masalah penelitian serta

sampel yang sudah memberikan jawaban penelitian.

ey . Sign sementara, sebagai

‘1’ elah sampai
man a . pai ke
@’ -~

= =

nit informan yang dipilih makin
lama makin tearah sejalan dengan terarahnya fokus

penelitian.

4. Selection to the point of redundancy, pengembangan
informan dilakukan terus sampai infirman mengarah ke

titik jenuh.
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Adapun informent dalam penelitian ini yaitu:

No Nama Jabatan Keterangan
1. | Suparno Penghulu Key Informan
2. | Saibun ‘

3. | Yanto

4. i

5.

6.

7.

\ @

m“é“.“Q

=

utama. Alasannya segala

yang pasti. Masalah, fokus

penelitian, prosedur penelitian, hipotesis yang digunakan bahkan hasil

yang diharapkan, semuanya tidak dapat ditentukan secara pasti dan

jelas sebelumnya. Masih perlu dikembangkan sepanjang penelitian.

Dalam keadaan yang serba tidak pasti, tidak jelas, tidak ada pilihan

lain hanya peneliti sendiri sebagai alat satu-satunya yang dapat

mencapainnya.
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E. Jenis dan Sumber Data

Adapun sumber jenis dan sumber data yang penulis gunakan

dalam penelitian ini adalah:

F. Tek

gunakan dalam

secara terang-terangan dengan memberikan penjelasan kepada
pihak yang terkait untuk dapat dengan mudah memperoleh
data. Observasi yang dilakukan oleh peneliti yaitu dengan
melakukan pengamatan terkait data-data ADD yang sudah di
dapat dan dibentuk fisik dari segala sesuatu yang sudah

dibangun ADD misalnya, tentang pengerasan jalan,

pembangunan mushola, dll.
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2. Wawancara

Metode wawancara trerstruktur dan tidak terstruktur

adalah. mencari data dengan mengajukan pertanyaan kepada

Peraturan Pemerintah, Peraturan Bupati, serta keputusan
Bupati. Selain itu dokumen yang terkait dengan APBDesa,
ADD, data distribusi penyaluran keuangan desa, dll. Sebagali
bukti penelitian akan mendokumentasikan setiap kegiatan yang

peneliti lakukan, misalnya dokumentasi berupa foto, catatan

harian, dan rekaman wawancara untuk penelitian ini.
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G. Teknik Analisa Data
Untuk melakukan analisa data yang diperoleh penulis baik itu

data primer maupun data sekunder dalam penelitian ini dilakukan

2 Penyajian data (Display)

Menurut Miles dan Hubberman (1992:14) data adalah
sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan
adanya penarikn kesimpulan dan pemgambilan tindakan. Data yang
diperoleh dari hasil wawancara mendalam terhadap masyarakat

dikumpulkan untuk diamnil kesimpulan sehingga bisa dijadikan dalam
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bentuk dan narasi deskriptif. Menurut Iskandar (2008:223) dalam

penyajian data, peneliti harus mampu menyusun secara sistematis atau

stimultan sehingga data yang diperoleh dapat menjelaskan atau
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yang tertingal yang telah memiliki fasilitas baik sarana pendidikan,

penerangan, perhubungan dan fasilitas sosial lainnya, dengan perkembangan
penduduk yang cukup tinggi, dipandang perlu pembangunan disegala aspek
ditinggikan. Dengan wilayah yang cukup luas dan potensi kepenghuluan yang
memadai bukan berarti menjamin tercapainya kesejahteraan masyarakat, kalau

masyarakat kepenghuluan jaya agung tidak dapat mengolah dan

71
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memanfaatkannya, untuk memanfaatkan potensi alam yang memadai
ini perlu dengan ilmu pengetahuan dan modal yang tinggi, masalah inilah

yang merupakan problem hampir semua kepenghuluan yang ada di Indonesia.

c. Dusun Tulung Agung

3. Keadaan Tanah

Secara geografis desa ini merupakan daerah dataran rendah, yang
di domimasi oleh perkebunan kelapa sawit dan pemukinam

masyarakat.



N ueeyeisndidg

DI disay yepepe fur udwnyo(

ISIIATU

nery wejsy sej

73

4. Penduduk

Tabel 4.1 jumlah penduduk kepenghuluan jaya agung

A. Struktur Organisasi

Pentingnya pengorganisasian suatu unit kerja diperlukan untuk
kelancaran pelaksanaan rencana dan program kerja. Oleh karena itu
pengorganisasian kerja adalah pengaturan dan pembagian kerja yang ada

dalam organisasi itu, dimana adanya pembagian kerja akan memudahkan
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pelaksanaan pertanggungjawaban atas tugas dan tanggungjawab yang

diberikan. Untuk mengetahui fungsi dan kedudukan pada organisasi perlu

adanya susunan yang jelas tentang pembagian kerja dan kedudukan.

Y

ganisasi terdapat

&
nu
o
cints
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Struktur organisasi pemerintah kepenghuluan Jaya Agung

PENGHULU

BPKep

SUPARNO

SEKRETARIS

d

A9

KASI
RINTA

KAUR

P PEMBANGUNAN

-y
z
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1. Kepala desa ya

nery we[sy sej

a. Menyelenggarakan pemerinathan desa
b. Melaksanakan pembangunan desa
c. Pembinaan kemasyarakatan desa
d. Pemberdayaan masyarakat desa.
2. Sekretaris desa, yang bertugas untuk:

a. Menyiapkan dan melaksanakan pengelolaan administrasi desa
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b. Membantu persiapan penyusunan peraturan desa dan bahan

untuk laporan penyelenggaraan pemerintah desa

c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala desa.

. Mengawasi sumber pendapatan dan pengeluaran desa
c. Melaksanakan administrasi penghasilan kepala desa dan
perangkat desa.
6. Kaur pembangunan, yang bertugas untuk:
a. Membantu Kepala Desa mempersiapkan bahan perumusan

kebijakan teknis pembangunan ekonomi masyarakat desa
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b. Pengelolaan administrasi pembangunan
c. Pengelolaan pelayanan masyarakat serta menyiapkan bahan

usulan kegiatan dan pelaksanaan tugas pembantuan.
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Deksripsivp an pada pe . g yang terdiri
dari Pe
BPKep lisini diba enja agian va J'ﬂ , jenis kelamin,
tingkat la Va deskriptif profil

informan pa iti i, mengena itas i an yang dapat dilihat

melakukan penelitiannya. idak bisa memungkiri bahwa usia
merupakan salah satu yang cenderung membentuk kedewasaan pola fikir

manusia.

Pada penelitian ini keberagaman usia infroman, mulai dari yang
termuda yaitu 38 tahun sampai yang paling tua 55 tahun. Adapun usia

infroman penelitian adalah sebagai berikut:

78
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a. Usia 38 tahun berjumlah 1 orang

b. Usia 40 tahun berjumlah 1 orang

o

Usia 48 tahun berjumlah 1 orang

pendidikan terdiri dari SLTP da A. Tingkat pendidikan SLTP terdiri 2

orang, tingkat pendidikan SLTA 2 orang.

3. Identitas Informan Menurut Jenis Kelamin
Dalam sebuah penelitian, jenis kelamin informan tidaklah
berpengaruh terhadap hasil penelitian yang dilakukan selama infroman

bersedia untukdiwawancarai dan memberikan jawaban yang benar-benar
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nyata dan apa adanya. Tidak berpengaruhnya jenis kelamin infroman
terhadap hasil penelitian karena jenis kelamin tidak bisa menentukan pola

fikir maupun pemahaman seseorang terhadap suatu masalah penelitian.

N\
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desa untuk keperluan pembanguna dan nonfisik dimulai dari perencanaan
sampai evaluasi hal ini diperuntukan untuk kesejahteraan masyarakat Desa Jaya
Agung agar dapat tumbuh dan berkembang secara merata dan terarah sesuali
dengan perencanaan program-program Pemerintah Desa berdasarkan aturan-

aturan yang berlaku. Dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)

diperlukannya peran pemerintah desa agar teralokasikan dan berjalan sesuali
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dengan perencanaan yang ada dan pemerintah desa juga harus tetap memantau

pelaksanaan kegiatan dilapangan.

Dalam peneliti ini peneliti

Penghulu, Sekretaris

pin dan sangat
an masyarakat
adalah bagaimana seora i ;"’_'_ . alam pengambilan

ankan. Hal ini

Dalam membuat program kerja untuk menentukan program-program apa
yang ingin dikembangkan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa seluruh
perangkat desa haruslah terlibat secara aktif. Dengan melalukan musrenbang

(musyawarah rencana pembangunan) untuk menentukan program kerja yang

dilaksanakan pada akhir tahun.
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Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Bapak
Suparno 40 Tahun, Penghulu pada hari Jumat 11 Februari 2022 pukul 08.36 WIB

di kantor desa. Mengenai bagaimanakah menentukan program kerja pemerintah

pertanyaan

makanya nanti
hasil pada

sekretaris kepenghuluan, apa kata sekretaris kepenghuluan kita
mengiyakan saja, jadi untuk masalah program-program ini
sekretaris kepenghuluan yang mengarahkan. Tidak pernah
langsung kita, karena sekretaris kepenghuluan tidak mau
repot”.

Selanjutnya wawancara dengan Bapak Yanto 48 Tahun sebagai Kaur
Pembangunan pada hari Selasa 15 Februari 2022 pukul 07.03 WIB, beliau

menjawab:
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“Melalui rapat desa, namanya MusrenbangDes itu biasa
dilakukan di awal tahun atau akhir tahun”.

Jadi dapat disimpulkan wawancara yang peneliti lakukan dengan key

infroman dan infrome engenai bagaimanaka enentukan program Kerja

desa yang
arah rencana

ah (RKP).

asalah dengan

suatu tindakan

08.36 WIB. Mengenai bagaimana a pemerintah desa dalam pengambilan
keputusan berdasarkan keputusan yang telah dibuat atau ditetapkan:
“Peraturan desa yang sudah ditetapkan oleh aparatur

pemerintah contohnya RT, RW, Kadus (kepala dusun) dan
Tokoh-tokoh Masyarakat serta BPKep”.
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Sedangkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Saibun 38
Tahun sebagai Skeretaris Kpenghuluan pada hari Rabu 9 Februari 2022 pukul
10.57 WIB, beliau menjawab:
dari

sebagai
an, lalu ada

Tahun seba 3PKe daf ’ ul 14.30 WIB,

beliau men;j

musyawarahkan d

Jadi dapat disimpulkan wawancara yang peneliti lakukan mengenai
bagaimanakah cara pemerintah desa dalam pengambilan keputusan berdasarkan
keputusan yang telah dibuat atau ditetapkan yaitu dalam mengambil keputusan
pemerintah desa melakukan musyawarah rencana pembangunan (musrenbang)
yang dipimpin oleh Ketua BPKep sebagai pelaksana dan diikuti oleh perangkat

desa dan aparatur desa lalu keputusan ditetapkan sesuai dengan keputusan forum.
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2. Peran mempengaruhi

Pemimpin harus dapat memberikan pengaruh kepada bawahannya,

ama dalam merealisasikan suatu program kerja. Pemimpin

un masyarakat

yang telah di

“Dalam arti peran penghulu ataupun pemerintah desa untuk
bekerjasama kepada masyarakat dan aparatur sering
berkomunikasi, harus saling silahtrahmi ke dusun-dusun dan ke
RT untuk bertanya perihal apa yang perlu dibicarakan”.

Selanjutnya hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Bapak
Saibun 38 Tahun sebagai Sekeretaris Kepenghuluan pada hari Rabu 9 Februari

2022 pukul 10.57 WIB, beliau menjawab:
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“Untuk melaksanakan kegiatan dalam satu tahun atau pun
dalam kerja dipemerintah desa ini, penghulu mengadakan rapat
kerja dan berdasarkan dengan poksi-poksi yang mereka
kerjaka. Poksinya sesuai dengan kapasitasnya mereka, jadi

penghulu mengatur ba ahannya untuk  kerja
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Berdasarkan hasil yang dilapangan bahwa pemerintah desa
dalam mempengaruhi bawahan itu tidak ada, karena dalam bekerja sudah berjalan

sesuai kapasitas dan poksinya masing-masing.
b. Selalu melibatkan bawahan dalam berbagai kegiatan

Pemimpin dalam melakukan kegiatan atau melaksanakan program selalu

melibatkan bawahan untuk bekerja sama sesuai dengan tanggung jawab dan tugas
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yang telah di berikan kepada setiap perangkat desa. Pemimpin juga mengikut

sertakan masyarakat dalam berbagai kegiatan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Bapak
Suparno 40 Tahun sebagai Penghulu pada hari Jumat 11 Februari 2022 pukul
08.36 WIB, mengenai apakah pemerintah desa selalu melibatkan bawahan dalam

kegiatan pengelolaan AlokasirDana Desa:

“Dalam hal pemerintah desa melibatkan bawahannya seperti
contoh RT, RW, Kadus (kepala dusun) dilapangan, itu ikut
peran dalam artian mereka mengawasi ataupun dalam hal ikut
bekerja dalam pelaksanaan pembangunan dan dalam
pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ada di desa’ .

Selanjutnya hasil wawancara peneliti dengan Bapak Saibun 38 Tahun
sebagai Sekretaris Kepenghuluan pada hari Rabu 9 Februari 2022 pukul 10.57

WIB, beliau mengatakan:

“Tentang melibatkan bawahan tetap, karena sistemnya
besinergi antara atasan dan bawahan, dan juga ke masyarakat.
Apabila itu kegiatannya bangunan kembali ke masyarakat.
Tentang kerjanya dilakukan oleh masyarakat yang kurang
mampu, menyesuaikan dengan UU yang dilaksanakan. Tentang
bawahan tadi itu tetap.bersinergi dengan bawahan supaya ada
akurasi, ada kesamaan, dan tetap mengutamakan poksinya”.

Selanjutnya hasil wawancara peneliti dengan Bapak Sukarmin 55 Tahun
sebagai Ketua BPKep pada hari Kamis 10 Februari 2022 pukul 14.30 WIB, beliau

mengatakan:

“Iya, karena dengan melibatkan bawahan maka akan
menjadikan pembangunan merata ke setiap dusun’.
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Selanjutnya hasil wawancara peneliti dengan Bapak Yanto 48 Tahun
sebagai Kaur Pembangunan pada hari Selasa 15 Februari 2022 pukul 07.03 WIB,

beliau menjawab:

, terus bagi
seperti RT,

dalam keg , dan Kadus
(kepala du emerintah desa
dengan ba
3.
motivasi kepada
bawahan deng n semangat kerja.
Pemimpin sangat pada bawahan, karena

duktifitas dan perkembangan suatu

Y

a motivasi sebagai daya pendorong

berpengaruh positif da Q @ ‘
organisasi. Menurut Siagian (2C

yang mengakibatkan seseorang anggota organisasi mau dan rela untuk
menyerahkan kemampuan dalam bentuk keahlian atau keterampilan, tenaga dan
waktunya untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan yang menjadi tanggung
jawabnya dan menunaikan kewajibannya dalam rangka pencapaian tujuan dan

berbagai sasaran organisasi yang telah ditentukan sebelumnya.

a. Pemberian motivasi dalam bekerja
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Motivasi berasal dari Bahasa Latin “movere” yang berarti dorongan,
keinginan, sebab, atau alasan seseorang melakukan sesuatu. Motivasi dalam
organisasi ditunjukan pada sumber daya manusia dan bawahan. Motivasi
mempersonalkan.bagaimana mengarahkan daya dan potensi.bawahan, agar mau
bekerja dama secara produktif berhasil mencapai dan mewujudkan tujuan yang
telah ditentukan. Pentingnya, =pemberian smotivasi dalam bekerja karena
menyebabkan, menyalurkan, dan mendukung perilaku.manusia, supaya mau

bekerja giat dan antusias mencapai hasil yang optimal.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Bapak
Uparno 40 Tahun sebagai Penghulu pada hari Jumat 11 Februari 2022 pukul
08.36 WIB. Mengenai bagaimanakah cara pemerintah desa memberikan motivasi

untuk bawahannya:

“Dalam hal " kegiatan' " ataupun pekerjaan yang ada di
kepenghuluan contohnya perangkat desa ataupun kaur desa
dalam artian mengerjakan suatu pekerjaannya sesuai dengan
poksi-poksinya, misalnya ada kaur pemerintahan, kasi
sejahtera, kasi pelayanan, mereka harus memang bekerja sama
untuk membantu penghulu untuk melayani masyarakat dalam
bentuk administrasi_ataupun program-program apa yang wajib
harus dilaksanakan'di pemerintah desa”.

Selanjutnya hasil wawancara peneliti dengan Bapak Saibun 38 Tahun
sebagai Sekretaris Kepenghuluan pada hari Rabu 9 Februari 2022 pukul 10.57
WIB, beliau mengatakan:

“Untuk memberikan motivasi kepada bawahannya ataupun
pada kaur kasinya pemerintah desa selalu melaksanakan

kegiatan evaluasi rapat, melaksanakan kegiatan rapat
mingguan, sebelum kegiatan itu dilaksanakan penghulu
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mengadakan rapat intren sesama kaur, kasi, kadus (kepala
dusun), RT, dan RW, seperti itu”.
Selanjutnya hasil wawancara peneliti dengan Bapak Sukarmin 55 Tahun
pukul 14.30 WIB, beliau

sebagai Ketua BPKep.pada hari Kamis 10 Februari

sebagai K 2 0 pada Drua ul 07.03 WIB,

beliau men

b. Pemberian reward bagi bawahannya yang berprestasi

Penghargaan adalah pengakuan atas prestasi dan/masa kerja pegawai
berupa promosi jabatan, kesempatan mengembangkan diri, tanda komitmen dan
kesetiaan, serta penghargaan dalam bentuk lainnya. Pemberian penghargaan bagi
bawahan bukan berarti hanya penghargaan yang berbentuk benda tetapi bisa juga

dengan memberikan apresiasi kepada bawahan.
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Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Suparno 40
Tahun sebagai Penghulu pada hari Jumat 11 Februari 2022 pukul 08.36 WIB.

Mengenai apakah ada pemerintah desa memberikan penghargaan kepada

n 38 Tahun

sebagai Sekre ghuluan 3 : 2 pukul 10.57
WIB, beli

berarti

memberikan

ukan kegiatan,
annya bisa lebih

kedepannya tetap bisa mempertahankan hasil kerjannya atau
bahkan memberikan yang lebih baik lagi”.

Selanjutnya hasil wawancara peneliti dengan Bapak Yanto 48 Tahun
sebagai Kaur Pembangunan pada hari Selasa 15 Februari 2022 pukul 07.03 WIB,

beliau menjawab:

“Kalau pengehargaan secara materi kecil karena setiap akhir
tahun, misalnya ada sisa dana desa tetap dibagi walaupun kecil.
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Pengarahaannya seperti itu kalau pengharagaan yang lain
sepertinya belum ada”.

Berdasarkan hasil yang dilakukan peneliti dilapangan ada informan yang

mengatakan memberi penghargaan dan ada jugacinforman yang mengatakan

4. Perz:
Dala judka ogram  per : ada dua
penjelasan

dan otoritas : i an s [ ebagai alat utama

Seorang pemimpin hart contoh teladan yang baik bagi
bawahannya, dengan memiliki sikap ini seorang pemimpin akan dengan mudah

mempengaruhi bawahan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Bapak

Suparno 40 Tahun sebagai Penghulu pada hari Jumat 11 Februari 2022 pukul
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08.36 WIB. Menganai apakah pemerintah desa dapat memberikan contoh

terhadap bawahannya:

ya itu seperti
ikan motivasi-
jangan sampai

sebagai Ketua BP nari _' ari ukul 4.30 WIB, beliau

mengatakan:

Selanjutnya hasil wawa dengan Bapak Yanto 48 Tahun
sebagai Kaur Pembangunan pada hari Selasa 15 Februari 2022 pukul 07.03 WIB,

beliau menjawab:

“Kalau contoh tidak ada, tetapi istilahnya semua kegiatan
sudah ada aturannya jadi semua itu melaksanakan sesuai
aturan’’.
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Jadi dapat disimpulkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan key

informan dan infroman mengenai pemerintah desa dapat memberikan contoh

terhadap bawahannya. Atasan memberikan contoh kepada bawahan seperti RT,

“Bapak sebagai penghulu dengan bawahan harus ada
kedekatan, karena dalam kedekatan itu memperoleh motivasi-
motivasi, pendapat-pendapat yang harus kita kerjakan di desa”.

Selanjutnya hasil wawancara peneliti dengan Bapak Saibun 38 Tahun
sebagai Sekretaris Kepenghuluan pada hari Rabu 9 Februari 2022 pukul 10.57

WIB, beliau mengatakan:



nery wWe[sy sejisIdAm ueeyesndiog

iy disay yejepe il udwnyo(]

95

“Dalam mendekatkan diri dengan bawahannya pemerintah desa
ini seperti saya katakan tadi tetap melaksanakan koordinasi
berupa rapat, baik itu mingguan atau bulanan untuk menggali
lagi dan untuk merapatkan kinerjanya supaya tetap pertama
kerja a sinergi kedua kerja yang dilapangan juga tetap

melalui rapat atau musyawarah desa untuk merapatkan kinerja supaya tetap

kerjanya sinergi dan efektif.

5. Peran infromasional

Pelaksanaan program pembangunan masyarakat tidak terlepas dari

infromasi-informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pembangunan tersebut
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baik sifatnya teknis maupun non teknis agar dapat berjalan secara efektif dan
efisien. Maka seorang pemimpin selain menjalankan peran antar pribadi juga

berperan dalam mempersiapkan segala infromasi yang dibutuhkan.
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Selanjutnya hasil wawancara peneliti dengan Bapak Saibun 38 Tahun
sebagai Sekretaris Kepenghuluan pada hari Rabu 9 Februari 2022 pukul 10.57
WIB, beliau mengatakan:

“Jadi itu berupa transparansi. Jadi sistemnya dari hasil

musrenbang tadi kita tuangangkan ke APBKep, APBDes dan
pendapatan dan tetap kita publikasikan berupa spanduk
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APBKep dan disitu kita pajang ditempat umum seperti di kantor
kepala desa”.

Selanjutnya hasil wawancara peneliti dengan Bapak Sukarmin 55 Tahun

sebagai Ketua BPKep.pada hari Kamis 10 Februari pukul 14.30 WIB, beliau

kebijakan-
di dalam

sebagai K s nan pada hari Sela : ul 07.03 WIB,

beliau men

jadi  kalau
melaksanakan
gdes jadi mana
isalnya ada 10
masyarakat maka

tentang rencana kebijakan-kebijaka pengelolaan Alokasi Dana Desa.
Peneliti melihat sepanduk APBKep yang di publikasikan untuk masyakarat.
Spanduk tersebut dipanjang di tempat umum seperti di depan Kantor Kepala Desa

agar mudah dilihat oleh masyarakat.
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b. Pemberian intruksi

Intruksi adalah perintah atau arahan yang dilakukan pemimpin kepada

bawahan untuk melakukan suatu pekerjaan atau .melaksanakan suatu tugas.

Mengenai baga pada bawahanya

untuk mela

bawahan untuk
erintahan, dan
n mereka harus
tersebut”.

bekerja sama de poksinya masing-masing terus kita
melaksanakan koordinasi kepada tim kegiatan pelaksana untuk
melakukan kegiatan yang kita anggarkan dalam RKPDes,lalu
kita melaksanakan musyawarah tentang tadi antara kasi, kaur,
kadus (kepala dusun), RT, dan RW”.

Selanjutnya hasil wawancara peneliti dengan Bapak Sukarmin 55 Tahun
sebagai Ketua BPKep pada hari Kamis 10 Februari 2022 pukul 14.30 WIB, beliau

mengatakan:
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“Pengintruskian  kepada bawahan untuk melaksanakan
pengelolaan yaitu kita melakukan musyawarah dahulu dengan
perangkat desa lalu melaksanakan koordinasi kepada tim
kegiatan pelaksana untuk melakukan kegiatan dengan selalu di
pantau.”

ﬁ: pemberitahuan

Jadi dap simpulkan h: ,. aWa _ an dengan key
infroman dé
bawahannya : claksan DE : Desa. Dalam
pemberian i : suai ksinya masing-

masing.

Desa yang dimulai dari perencanaan, penatausahaan, pelaksanaan, pengawasan
dan laporan pertanggungjawaban. Berdasarkan hasil wawanacara kepada

infroman, hambatannya sebagai berikut:

1. Masih kurangnya kompetensi pegawai desa dalam memberikan informasi

tentang pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD).
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2. Kurangnya kualitas sumber daya manusia yang menjalankan pemerintahan

desa Jaya Agung terbukti dengan ketidak mampuan pelaksana kegiatan

pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam membuat Laporan Pertanggung
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PENUTUP
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semua perangkat kerja desa menangani dalam bidang keuangan

desa.

101
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B. Saran
Adapun saran-saran yang peneliti kemukakan sesuai hasil penelitian untuk

pemerintah desa Jaya Agung agar lebih baik untuk_kedepannya, adalah sebagai

berikut:

g selaku lembaga
aspirasi  dari

musyawarah.
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